SALINAN

4=

R

4

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 246 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Menimbang

Mengingat

SEKTOR PERTANIAN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran
cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas
pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat
Provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan
Gubernur tentang tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Papua
Tengah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
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. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya

Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata
Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Tanggungjawab
Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 641);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
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12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
26);

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644 /KPTS/
SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2025;

14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan
Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022
Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :  Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024,
dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pupuk Urea : Rp2.250/kg atau Rp112.500/sak;
b. Pupuk NPK : Rp2.300/kg atau Rp115.000/sak.

KETIGA 2 Harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani
pengecer resmi dalam kemasan volume sebagai berikut:

a. Pupuk Urea : 50 kg/sak;
b. Pupuk NPK : 50 kg/sak.

KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan
usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai),
hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau
perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang
diusahakan maksimal 2 Ha (dua hektar).

KELIMA :  Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib
bergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam elektronik
Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang bersumber

dari Sisten Informasi Manajemen Penyuluhan pertanian
(SIMLUHTAN).
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KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua
Tengah di Nabire;

Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 246 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

JENIS PUPUK (TON)
NO NAMA KABUPATEN
1. | Mimika 637 1.450
2. | Nabire 2.1.30 2.431
Jumlah 2. 767 3.881

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



